SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN DEPOSITO UANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Peraturai
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Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaas
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repub‘jf
Indonesia Nomor 6322) bahwa Deposito dan/atau investasi
jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah
paling lambat per 31 Desember;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pad?
huruf a maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun
2019 Tentang Pengelolaan Deposito Uang Daerah perlu
ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaks
pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturjnd
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri
Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Deposito Uarlg
Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer

42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Batang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1930
tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dal
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Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republil#
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negard
Republik Indonesia Nomor 4355);
. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi+
Nomor 4438);
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones
Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomeor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembarg
Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

2




10.

11.

12,

13.

14.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republi Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 );
Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1 DPNP Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 5184 DPNP);
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2012

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor
22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomo&
118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun
2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomar
160);
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daergh
Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 101 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatdn
dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 102) sebagaimama

telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 83
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Wonogiri Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pedom

Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
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Menetapkan :

Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah

Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 84);

15. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Deposito Uang Daerah (Berita Daerah Kabupaten

Wonogiri Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 1

TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DEPOSITO UANG

DAERAH.

Pasal I
Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1

Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Deposito Uang Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 18) diubalf'\

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Prinsip penempatan Deposito yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Daerah adalah :
a. dapat dicairkan sesuai jangka waktu atau kebutuhan;

b. memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif;

c. dalam rangka manajemen Kas, Pemerintah Daerah dapat
mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek
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menggganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah d

atas uang milik Daerah yang belum digunakan sepanjang tidt

kualitas pelayanan publik; dan

d. deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaiman

a

dimaksud pada huruf ¢ harus disetor ke Rekening Kas Umum

Daerah paling lambat 31 Desember.




Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturar

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.
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Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 10 Maret 2021
BUPATI WONOGIRI,
ttd

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 10 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

ttd
HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021
NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

F. MEEDWI KUSWITANTL, S.H., M.Hum.
MELDWIL KUSWI
Pembina Tingkat I
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